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ABSTRAK 

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN  PROYEK PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN  DI PERKOTAAN (P2KP) DALAM PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BARANGKA KECAMATAN 
KAPONTORI 

KABUPATEN BUTON 
AMIRUDDIN 

UNIVERSITAS TERBUKA 
Amiruddin @ mail.yahoo.ut.co.id 

Kata kunci, Peningkatan, kesejahteraan masyarakat,  
 
  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektifitas  
pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan faktor faktor yang mempengruhinya? 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran secara nyata dan 
lebih mendalam terhadap keefektifan pelaksanaan  program  Proyek  Penanggulangan 
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di sebuah desa pada lingkup Pemda Kabupaten 
Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya  
 Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskritif 
kualitatif yakni secara lebih mendetail menguraikan tentang efektifitas pelaksanaan       
Proyek  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan  (P2KP)   berdasarkan   temuan  
di lapangan serta menggunakan analisis sumber data yang diperoleh dari hasil 
observasi, catatan-catatan, dokumen dan laporan serta hasil wawancara dengan 
masyarakat sasaran program, pengurus, aparat desa setempat maupun informasi  
lainnya dengan menggunakan teknik pengambilan data lewat penyebaran  kuesioner 
(angket) dan interview (wawancara). 
 Subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Barangka Kecamatan 
Kapontori Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara. Penelitian ini di laksanakan di Desa 
Barangka Kecamatan Kapontori yaitu pada masyarakat Desa Barangka yang  telah  
menerima bantuan dana maupun pengadaan serta pembinaan dari Proyek 
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Hasil penelitian menunjukan 
bahwa dengan adanya bantuan baik dana, pengadaan maupun pembinaan dari Proyek 
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) telah terjadi perbedaan tingkat 
pendapatan berkisar antara 80% sampai 100% dari sebelum dan setelah menerima 
bantuan atau lebih spesifik lagi masyarakat miskin telah memiliki modal usaha 
sebagai penopang kehidupannya. 
 Sebagai kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa Proyek 
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dinyatakan sudah efektif dalam 
meningkatkan taraf hidup. Meningkatnya kemampuan masyarakat memenuhi 
kebutuhan hidupnya sehari-hari berarti pula kehidupan mereka telah berubah kearah 
peningkatan kesejahteraan. 
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ABSTRACT 

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION DEALING WITH 
POVERTY PROJECT IN URBAN AFFAIR IN IMPROVEMENT SOCIETY 

WELFARE IN BARANGKA VILLAGE, KAPONTORI DISTRICT OF BUTON 
REGENCY 

AMIRUDDIN 
UNIVERSITAS TERBUKA 

Amiruddin @ mail.yahoo.ut.co.id 
Key words:  improvement, society welfare 

This research was done to investigate how was the effectiveness of the 
implementation dealing with poverty project in urban affair to improve the society 
welfare and their influence factors? This research was intended to know the real 
description and more detail concerning the effectiveness of the implementation 
dealing with poverty project in urban affair in a village on the scope of Buton local 
government South East Sulawesi province in improvement their society welfare. 

This research used the qualitative descriptive method in a more detail manner 
about the effectiveness of the implementation dealing with poverty project in urban 
affair to improve the society welfare and used analyze the data source that was 
obtain from the outcome of observation, notes, document, report, and the result of 
interview with society with the manager of village officer as target and also other 
information used by taking data technique obtained questionnaire  and interview 

The research subjects were poor society of Barangka village, Kapontori district 
of Buton regency South East Sulawesi. The samples of this research were poor 
society of Barangka village who received the aid of financial support, provision and 
establishment dealing with poverty project in urban affair. 

 The result of this research show that provided financial support, provisioning 
and establishment from dealing with poverty project in urban affair had happened the 
differentiate with their  income level from about 80% up to 100% before and after 
they receive the aid or more specific poor society was had their own capital effort as 
the support of their life. 

As the summary of this research establish that dealing with poverty project in 
urban affair was asserted effective in increase the standard of living. The 
improvement of society ability in fulfill their daily needs. It also meant that their life 
has changed toward welfare improving. 
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KATA PENGANTAR 

      Ketika masyarakat dunia ini berkembang secara timpang, ide untuk 

menyamakan kedudukan yang sederajat antara satu dengan yang lain menjadi 

perhatian para ilmuan maupun penentu kebijakan. Kepentingan itu dipotret sebagai 

sebuah ketidak-adilan dan ketidak manusiwian, yang diciptakan oleh struktur 

masyarakat dunia. Pada suatu pihak masyarakat belahan dunia berkembang sangat 

maju, akan tetapi pada pihak lain sebagaian besar masyarakat dunia itu tinggal dan 

bahkan dianggapnya sangat terkebelakang.  

Dikotomi inilah kemudian melahirkan banyak pandangan para teoritis tentang 

bagaimana merubah masyarakat dari posisi yang dianggapnya terkebelakang untuk 

menjadi masyarakat yang dianggapnya maju. Semua itu adalah pengakuan para 

“cerdik pandai” meskipun masyarakat yang dianggapnya terkebelakang tidak pernah 

mendefinisikan dirinya sebagai masyarakat yang terkebelakang. Oleh sebab itu, 

dikalangan negara-negara sedang berkembang tersebut banyak dilakukan usaha untuk 

mengejar ketertinggalannya. Salah satu bentuknya adalah melalui proses perubahan 

sosial terencana guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang kemudian dikenal 

sebagai pembangunan masyarakat.   

Fenomena tersebut secara umum dijumpai di negara-negara sedang 

berkembang sejak dekade 1950-an. Walaupun secara operasional setiap negara 

menerapkan strategi dan metode sesuai dengan kondisi, potensi sumberdaya dan 

orientasi kebijakan masing-masing, secara umum dapat diidentifikasikan sebagai 

strategi primadona dan menjadi arus besar di banyak negara yang sedang berkembang  

viii 
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pada era tertentu. Indonesia yang dilanda krisis moneter beberapa tahun belakangan 

ini yang menyebabkan bertambahnya jumlah keluarga miskin, sehingga 

penanggulangannya memerlukan kearifan dari seluruh pihak baik pemerintah maupun 

puhak-pihak terkait lainnya.  

Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini untuk dikaji 

secara komprehensif dengan Judul Efektifitas Pelaksanaan Program Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten 

Buton dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Administrasi 

Publik pada Universitas Terbuka UPBJJ Kendari.  

TAPM dibimbing oleh Prof.Dr.Wempy Banga, M.Si sebagai Pembing 1 dan 

Dr. Hasanuddin Bua. SE, Ms sebagai pembing 2, namun penulis sadar bahwa apa 

yang diharapkan dalam penulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaanya. Oleh 

karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membantu 

penyempurnaan penulisan ini sangat diharapkan,   sehingga   penulisan TAPM ini 

dapat bermanfaat bagi kepentingan Pihak Akademik, Pemerintah maupun masyarakat 

luas, sehingga penuntasan kemiskinan yang diharapkan dapat segera terselesaikan. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

(1) Rektor Universitas Terbuka Prof. DR.Ir.Tian Belawati, M.Ed, P.Hd; 

(2) Kepala UPBJJ UT Kendari Drs. Wawan Ruswanto, M.Si; 

(3) Bupati Buton, Ir.H. La Ode Safei Kahar, M.Si dan Wakil Bupati Buton Ali La 

Opa,SH 

(4) Kepala Kantor Badan Kesatuan bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Buton 

(5) Camat Kapontori Drs. Harsila 
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(6) Kepala Desa Barangka Sahidin R. 

(7) Seluruh tenaga edukatif dan administratif dalam lingkup Program Magister   

      Administrasi Publik UT UPBJJ Kendari;  

(8) Seluruh warga desa Barangka yang telah memberikan informasi demi   

        tercapainya penulisan ini. 

(10) Istri tercinta  yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi untuk 

mengikuti Program Pasca Sarjana (S2) dan terselesaikannya Tugas Akhir 

Program Magister ini, juga teman-teman sejawat yang telah banyak 

memberikan masukan, dan bimbingan  serta  pihak-pihak lain yang secara 

aktif berpartisipasi memberikan dukungan  demi kesempurnaan penulisan ini 

semoga seluruh kebaikan dari semua pihak mendapatkan ganjaran pahala di 

sisi Allah “Amin” 

 

 

 

   Penulis  

                          

                                                                          A M I R U D D I N                                             
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritik  

1. Konsep Efektifitas 

 Untuk memperjelas makna Konsep efektifitas pelaksanaan program 

bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sehingga dalam 

pelaksanaannya sesuai dengan harapan dalam penelitian ini maka diperlukan 

beberapa pendapat para ahli sebagai berikut: 

 Efektifitas adalah pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan  

pendayagunaan potensi baik berupa pemanfaatan sumberdaya alam maupun 

sumberdaya manusia. Dilihat dari pengembangan sumberdaya manusia, masalah 

kemiskinan dilihat dari dua hal Tjitoherijanto, (1987:78).  

”Pertama, masih belum berkembangnya sumberdaya manusia yang 
disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan serta belum memadainya 
penyediaan fasilitas kehidupan. Kedua masih belum dimanfaatkannya 
seluruh kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia yang 
mengakibatkan terjadinya under utilization sumberdaya manusia 
tujuannya adalah untuk dapat lebih meningkatkan kondisi kehidupan 
masyarakatnya.” 

  

”Efektifitas adalah menjamin komitmen terselenggaranya pelayanan kepada 
masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara 
optimal dan bertanggung jawab.”  Prajoso, (2007:4.19). 

  

Dari dua pendapat di atas tentang konsep efektifitas dapat disimpulakan  

bahwa efektifitas program bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan diperkotaan 

(P2KP) sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan sehingga program bantuan 

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang diperuntukan pada 

warga miskin tepat sasaran.  
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2. Efektifitas Pelaksanaan Program 

 Berbicara tentang efektifitas pelaksanaan program, maka persoalannya 

menjadi bertambah kompleks apabila diingat bahwa sumber masalah yang hendak 

dipecahkan tidak hanya berasal dari kondisi individu sebagai penyandang masalah 

melainkan juga berasal dari level sistim. Oleh sebab itu, betapapun usaha yang 

dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan  upaya pemecahan masalah 

sosial  efektifitasnya belum optimal. Pada prinsipnya setiap manusia sebagai warga 

masyarakat mempunyai hak untuk hidup layak sesuai dengan harkat dan 

martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, apabila ditemukan warga 

masyarakat yang kehidupannya memperlihatkan kondisi yang tidak memenuhi 

kriteria kelayakan tersebut, pemerintah perlu memberikan perhatian meskipun 

sekedar untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. 

3. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)   

 Proyek Penaggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah suatu 

proyek yang bertujuan membantu masyarakat miskin yang tergabung dalam 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mendapat pendanaan bagi usaha kecil 

maupun pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang turut 

menunjang kegiatan usaha kecil.  

 Banyak program pengentasan kemiskinan yang ada dan pernah dilaksanakan 

di Indonesia, misalnya Proyek Penanggulangan Kemiskinan  di Perkotaan (P2KP). 

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan contoh 

penerapan pembangunan desa terpadu dalam upaya pengentasan kemiskinan yang 

menggunakan model organisasi berupa Badan Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Terpadu Tingkat Nasional (P2DT2N) yang kemudian mempunyai jaringan sampai 

ketingkat bawah. 
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       Sebagai konsekuensinya, secara normatif sangat memperhatikan proses 

pelaksanaan dari masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai mekanisme  bottom up 

dibandingkan yang bersifat top down. Di samping itu, pelaksanaan ini juga 

memberikan perhatian bagi tumbuhnya institusi lokal yang diharapkan dapat 

memfasilitasi mekanisme pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP)  oleh masyarakat.  

 ”Dengan tumbuhnya institusi lokal diharapkan usaha pengentasan 
kemiskinan keberlanjutan dapat terwujud. Walaupun demikian, apakah 
prinsip-prinsip normatif tersebut juga terwujud dalam pelaksanaannya,  
atau apakah das sollen sesuai das sein?, memang perlu dikaji melalui studi 
evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaannya.” Soetomo, (2006:218). 
 

Sehubungan degan hal tersebut masalah kemiskinan di Indonesia saat ini 

dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani. Krisis ekonomi dan moneter yang 

melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah mengecilkan arti berbagai pencapaian 

pembangunan. Kemisikinan merupakan persoalan struktural dan multi dimensial 

yaitu mencakup politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-

hari dimensi-dimensi kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk yaitu: 

a. Dimensi politik. 

Dimensi politik sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah 

organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat 

miskin, sehinga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan. 

Bagi masyarakat itu merupakan hal yang sangat penting, sebab hal itu menyangkut 

harga diri mereka. Kunci yang dibutuhkan untuk melangsungkan hidup mereka 

secara layak salah satunya adalah  mudahnya mengakses informasi. 
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b. Dimensi sosial. 

Dimensi sosial sering muncul adalah bentuk tidak terintegrasikannya 

masyarakat miskin kedalam institusi sosial yang ada dan terinternalisasikannya 

budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia maupun etos kerja mereka. 

c. Dimensi ekonomi.  

Dimensi Ekonomi muncul adalah bentuk rendahnya penghasilan, kurangnya 

bantuan modal usaha sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya 

sampai batas yang layak. 

d. Dimensi aset. 

Dimensi aset muncul adalah rendahnya kepemilikan masyarakat miskin 

terhadap berbagai hal, termasuk aset yang bisa dijadikan sebagai modal hidup 

masyarakat, baik aset kualitas sumber daya manusia, peralatan kerja, modal kerja, 

dan sebagainya. 

  Karakteristik  kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang 

terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dengan cara yang dipilih 

dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki ke arah pengokohan 

kelembagaan masyarakat. Keberadaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan 

dalam rangka membangun organisasi kaum miskin yang mandiri, berkelanjutan 

dalam menyalurkan aspirasinya serta mereka mampu mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, 

baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.  

Upaya pengokohan maka perannya adalah sebagai salah satu penggerak dalam 

”melembagakan” dan ”memberdayakan” kembali tentang nilai-nilai kemanusiaan 

dan kemasyarakatan sebagai nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan 

kemiskinan, sehingga diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih 

12/40795.pdf 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



        14 
 
                                                      

 
 

terjebak dalam lingkungan kemiskinan yang pada gilirannya diharapkan dapat 

tercipta lingkungan kota/desa dengan perumahan yang lebih layak huni dalam 

pemukiman yang respensif, dengan sistem sosial kemasyarakatan yang lebih 

memadai dengan melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.  

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai penyelesaian 

persoalan kemiskinan yang bersifat multi demensional dan struktural khususnya 

yang terkait dengan dimensi politik, sosial, dan ekonomi. Disamping itu, dalam 

jangka panjang pemerintah mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi 

masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan maupun menyuarakan 

aspirasinya dalam pengambilan keputusan. Mengingat Proyek Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan landasan atau pemicu tumbuhnya 

sinergi gerakan bersama dalam menanggulangi kemiskinan. 

4. Peningkatan Kesejahteraan 

 Mengukur tingkat kesejateraan dan taraf hidup masyarakat  Hilhorst dan 

Kakter, (1985:28) mengemukakan bahwa; 

”tiga pendekatan yang berbeda dalam menyusun indikator kesejateraan. 
Pendekatan pertama adalah indikator yang memungkinkan dapat diukur 
dengan nilai uang, seperti GNP,  pendekatan kedua adalah indikator yang 
dapat digunakan untuk mengukur kondisi sosial yang sering disebut dengan 
indikator objektif, dan pendekatan ketiga adalah indikator yang dapat 
digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat atau penilaian 
masyarakat terhadap kesejahteraannya yang sering disebut dengan indikator 
subjektif.”  

 

Sehubungan  dengan ketiga pendekatan di atas maka kesejateraan dapat 

digambarkan dengan berbagai hal seperti tingkat kesehatan, makanan dan gizi, 

perumahan, pakaian, dan tersedianyan air bersih. Kenyataan ini dapat 

menggambarkan realitas kehidupan masyarakat miskin yang ada. Sementara itu, 
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taraf hidup dan kesejahteraan dapat diukur dari persepsi dan pendapat warga 

masyarakat itu sendiri dan kondisi kehidupannya.  

Tujuan utamanya adalah mengetahui tingkat kepuasan masyarakat tentang 

kondisi kesejahteraannya secara keseluruhan.  

 ”Pengukuran tingkat kesejahteraan melalui Physical Quality of Life Indeks 
(PQLI) atau indeks mutu hidup. Physical Quality of Life Indeks (PQLI) 
adalah suatu indek pengukuran yang terdiri dari tiga komponen yaitu 
harapan hidup sejak usia satu tahun, tingkat kematian bayi dan melek 
huruf, ketiga komponen diukur mengikuti skala 0 sampai 100 dan 
dijumlahkan kedalam satu indeks tunggal” Sjahrir, (1986:44). 

  

Sementara itu Hardiman dan Migley, (1982:33) membedakan tiga pendekatan dalam 

mengukur kebutuhan pokok yang identik dengan kemiskinan.  

 
”Ketiga pendekatan tersebut adalah pengukuran garis kemiskinan, indikator 
taraf hidup dan indikator ketimpangan. Indikator kemiskinan menggunakan 
asumsi pada tingkat pendapatan atau income tertentu seseorang dapat hidup 
secara minimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 
Sajogyo kemudian membuat ukuran garis kemiskinan tidak dari pendapatan 
tetapi dari konsumsi perkapita per tahun dalam nilai setara beras.”  

  

Melihat tiga pendapat di atas tentang konsep kesejahteraan maka dapat 

disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah perubahan pola hidup baik secara individu 

maupun kelompok.Tujuan pembangunan pada umumnya dan pembangunan 

khususnya masyarakat desa adalah meningkatkan kesejahteraan atau peningkatan 

taraf hidup masyarakat. Pengertian taraf hidup masyarakat maupun kesejahteraan 

masyarakat mempunyai berbagai dimensi. Beberapa pihak beranggapan bahwa  

pengertian kesejahteraan  mengarah kepada dimensi fisik, ekonomi, mental dan 

sosial dengan menggunakan  ukuran  relatif sehingga dapat dikatakan  bahwa  

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat meningkat apa bila semakin banyak 

kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. 
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 Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan dapat juga diartikan sebagai 

suatu usaha dengan semakin banyaknya aspek kebutuhan terpenuhi. Kesejahteraan 

masyarakat mempunyai berbagai dimensi, banyak pendapat yang mengatakan bahwa 

dimensi ekonomi memegang peranan yang cukup penting karena dapat menjadi 

sarana dan pendorong bagi pemenuhan kebutuhan pada dimensi yang lain. Apa bila 

pendapat tersebut dikuti maka dapat dipahami bahwa prasyarat utama agar 

masyarakat banyak memenuhi kebutuhannya dalam berbagai dimensi adalah 

peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, persoalan utama dalam proses 

pembangunan termasuk pembangunan masyarakat adalah bagaimana mengupayakan 

terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat secara cepat, sehingga masyarakat 

akan berpeluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan lebih banyak. 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Proyek  

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Barangka   

Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton. 

 ”Pembangunan dalam kebijakan sosial tidak harus ditempatkan sebagai 
bentuk respon dari keprihatinan berdasarkan pandangan humanitarian untuk 
mewujudkan kebutuhan warganya, tetapi juga dapat merupakan respons dari 
kegelisahan sosial yang bersumber dari adanya ketidak-adilan.” Hill, (1997:3).  

 
Ketidak-adilan tersebut dapat bersumber dari masalah struktural yang 

menyangkut distribusi penguasaan sumber daya, akses terhadap pengambilan 

keputusan, akses terhadap pelayanan, serta adanya dari institusi sosial yang 

diskriminatif dan dominasi kelompok tertentu atau marginalisasi kelompok yang 

lain.  
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Sehubungan dengan hal ini Migley, (2005:34) mengatakan bahwa  
 
”pembangunan sosial lebih terfokus pada komunitas dan struktur sosialnya 
dari pada individu, termasuk pemberian pelayanan dan usaha rehabilitasi 
individu sebagai penyandang masalah. Proyek Penanggulangan Kemiskinan 
di Perkotaan (P2KP) merupakan suatu wadah untuk menanggulangi 
kemiskinan akibat krisis moneter yang berkepanjangan,  sehingga terjadi  
kesenjangan yang ditandai dengan adanya pengangguran dan kemiskinan.”  
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimplakan bahwa Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Barangka Kecamatan 

Kapontori Kabupaten Buton adalah program yang bersifat pemberdayaan, sehingga 

dalam pelaksanaan  Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di 

Desa Barangka Kecamatan  Kapontori terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhinya yaitu: 

1. Belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat Proyek  
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. 

2. Terbatasnya dana yang tersedia sehingga tidak mencakup seluruh 
warga desa yang menjadi sasaran. 

3. Belum sepenuhnya terserap oleh masyrakat selaku sasaran 
program sehingga menimbulkan sulitnya program berjalan cepat. 

4. Kurangnya sosialisasi  tentang program Proyek Penanggulangan 
Kemiskinan di Perkotaan. 

5. Kurangnya pemahaman terhadap konsep pelaksanaan program 
sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi apatis terhadap 
program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 
(P2KP) 
 

6.   Penerima Bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

(P2KP). 

          Dalam pelaksanaan program bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) masyarakat miskin sebagai penerima bantuan baik perorangan 

maupun kelompok keluarga miskin yang berada di suatu wilayah administrasi 

pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota baik yang berstatus kelurahan, maupun 

desa perkotaan yang tersebar diseluruh wilayah perkotaan di Indonesia. Pengertian 

perkotaan dalam program ini tidak harus identik dengan wilayah yang secara 

administratif berada di dalam suatu kota di bawah pemerintah kota, melainkan 
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perkotaan dalam pengertian wilayah perkembangan sosial ekonomi. Sangat mungkin 

sebuah desa di wilayah  kabupaten masuk klasifikasi perkotaan karena dilihat 

kondisi sosial ekonominya bersifat urban. Untuk maksud tersebut maka program ini 

telah menetapkan suatu kriteria guna menentukan status perkotaan. Status perkotaan 

sebuah wilayah kelurahan desa perkotaan diperoleh dari data BPS yang telah diolah. 

Data status perkotaan tersebut merupakan olahan dari berbagai data yaitu data desa 

tertinggal, profil desa, provinsi dalam angka potensi desa,  dan data sensusnas 1995. 

Sementara itu, suatu kecamatan dinyatakan sebagai kecamatan perkotaan 

apabila terdapat separuh atau lebih kelurahan atau desa perkotaan di dalam 

kecamatan yang bersangkutan. Daerah tingkat kabupaten dinyatakan sebagai daerah 

atau kabupaten perkotaan apabilah terdapat separuh atau lebih kecamatan perkotaan 

di wilayah administrasi pemerintahannya. Daerah kota atau yang berada dalam 

wilayah pemerintah kota secara otomatis dinyatakan sebagai daerah perkotaan. 

             Berdasakan desain porgramnya, visi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) adalah masyarakat mampu membangun sinergi dengan berbagai 

pihak untuk menanggulangi kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan. 

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi Proyek Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yaitu memberdayakan masyarakat perkotaan, 

terutama masyarakat miskin, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui 

pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan membudayakan kemitraan 

strategi antara masyarakat dan pelaku-pelaku pembangunan lokal lainnya. 

       Tujuan pembangunan pada umumnya dan pembangunan masyarakat desa 

pada khususnya adalah peningkatan kesejateraan atau peningkatan taraf hidup 

masyarakat. Pengertian taraf hidup masyarakat maupun kesejateraan masyarakat 

mempunyai berbagai dimensi yaitu dimensi; fisik, ekonomi, mental dan sosial. 
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Dengan menggunakan ukuran relatif dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan taraf 

hidup masyarakat meningkat apabila semakin banyak kebutuhan yang dapat 

dipenuhi. Oleh sebab itu peningkatan kesejahteraan dapat  diartikan juga sebagai 

suatu usaha untuk memenuhi banyak aspek kebutuhan. Namun diakaui bahwa 

kesejahjteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi. Beberapa pendapat  

mengatakan bahwa dimensi ekonomi memegang peranan yang cukup penting karena 

dapat menjadi sarana dan pendorong bagi  pemenuhan kebutuhan pada dimensi yang 

lain. Apabila pandangan tersebut diikuti, maka harus dipahami bahwa pernyataan 

persyaratan utama agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dalam berbagai 

dimensi adalah peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, persoalan utama dalam 

proses pembangunan termasuk pembangunan masyarakat adalah bagaimana 

mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat secara cepat, 

sehingga masyarakat lebih berpeluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

7. Penyebab Kemiskinan dan Penanggulangannya  

       Persoalan kemiskinan adalah salah satu problema yang melekat dalam 

masyarakat baik yang ada di kota maupun yang ada di pedesaan. Sebelum krisis 

tahun 1997, Indonesia adalah sebuah surga nan ajaib, dimana para investor asing 

saling berlomba untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Sebenarnya sejak awal 

telah banyak yang menyarankan, namun semuanya terlena dan terbuai oleh kepuasan 

menyaksikan keberhasilan ekonomi yang berlangsung selama tiga dasa warsa. 

Dengan jiwa kerdil kita melangkah sangat tergesa-tergesa untuk mendahului angan 

dengan menafikan kritik baik internal maupun datang dari negara sahabat.  

Kemiskinan dalam konteks ini adalah suatu kondisi dimana seseorang 

menjadi tidak berdaya karena terdapatnya ketiadaan sumber-sumber yang dimiliki 

baik sumber kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, 
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diperlukan suatu alternatif penanggulangannya. Kemiskinan merupakan persoalan 

multi dimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi tetapi juga sosial, 

budaya, dan politik. Untuk itu tidaklah mengherankan bila kesulitan. Kemiskinan 

bila dikaji dari pandangan beberapa ahli menjelaskan berbeda-beda tergantung dari 

sudut mana mereka melihat.  

Menurut Gunawan, dalam Hamdan, (2003:7)  

”kemiskinan adalah masalah pembangunan yang sangat multi dimensional 
yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, budaya dan aspek lainnya. 
Kemiskinan ditandai dengan keterisolasian, keterbelakangan, dan 
pengangguran, kemudian menjadi ketimpangan antar daerah, antar sektor 
dan antar golongan penduduk” .  
 

         ”Menurut Heru Nugroho dalam Hamdan, (2003:7) ada dua cara kategori 
tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. 
Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan 
masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokonya seperti 
pangan, sandang papan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan kemiskinan 
relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan kemampuan masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Disamping itu kemiskinan dapat 
dibedakan dalam tiga pengertian yaitu kemiskinan natural (alamiah), 
kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan alamiah adalah 
keadaan miskin karena dari asalnya memang miskin karena tidak memiliki 
sumberdaya lainnya, sehingga mereka tidak dapat ikut dalam kegiatan 
pembangunan”.  

 
”Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu 
golongan masyarakat karena struktur masyarakat itu mengakibatkan mereka 
tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang seharusnya 
tersedia bagi mereka. Selo Soemardjan dalam Awaludin, (1987:3),  
 
”sedangkan kemiskinan kultural adalah mengacu pada sikap hidup 
seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasan 
hidup dan budayanya, dimana mereka sudah merasa cukup dan tidak 
merasa kekurangan lagi.Kelompok masyarakat miskin struktural tidak 
mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mudah untuk 
melakukan perubahan, menolak untuk melakukan perkembangan dan tidak 
mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya, akibatnya tingkat 
pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai oleh masyarakat 
pada umumnya.” Gunawan dalam  Hamdan, (2003: 8) 
 

Beberapa Konsep-konsep kemiskinan tersebut di atas menjadi jelas bahwa 

kemiskinan itu sendiri berada dalam ukuran yang berbeda setiap orang dan juga 
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setiap daerah sehingga untuk menetukan kategorinya pun sulit untuk berlaku secara 

umum.  

”Kemiskinan sesungguhnya merupakan konsekuensi dari sesuatu struktur 
masyarakat dengan penduduk yang sangat padat, terbatasnya sumberdaya, 
terbatasnya akses-akses terhadap barang-barang konsumsi tingkat kesehatan 
yang rendah dan kesempatan pendidikan yang tidak merata.” Lewis dalam 
Lindyastuti, (1996:1). 

 
Penjelasan tentang kemiskinan di atas memang tidak ada pilihan kecuali 

perlu terus diupayakan untuk dicarikan jalan tentang penaggulangannya. 

”Ada beberapa strategi yang perlu dikembangkan untuk mengurangi 
kemiskinan, diantaranya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan 
pertama mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara 
menyelenggarakan berbagai proyek inpres karena proyek ini akan 
mendatangkan sumber-sumber dana pembangunan dari pusat ke daerah. 
Kedua, mempermudah lapisan sosial masyarakat miskin untuk memperoleh 
akses dalam berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, 
keluarga berencana dan lain-lain. Ketiga, Penyediaan fasilitas-fasilitas 
kredit untuk masyarakat lapisan paling bawah seperti kupedes, kredit bimas 
dan lain-lain. Keempat, Pembanguna infra struktur ekonomi pedesaan 
khususnya pembangunan pertanian. Kelima, Pengembangan kelembagaan 
seperti Pelaksanaan Pengembangan Wilayah (PPW), Pengembangan 
Kawasan Terpadu (PKT) Perencanaan Peningkatan Petani Kecil (P4KT) 
dan lain-lain.” Heru Nugroho dan Awan, (1998:28).  

 
”Selain dari uapaya pengentasan kemiskinan di atas terdapat pula 
kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan yaitu mendukung dan menunjang 
perkembangan penduduk dan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.” 
Gunawan, (1998:37). 
 
 Oleh karena itu dari realita yang ada maka penanggulangan kemiskinan 

perlu dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu yang didasarkan pada 

kemandirian yaitu meningkatkan kemampuan penduduk yang miskin untuk 

menolong diri mereka sendiri.  

Hal ini berarti memberikan kesempatan yang luas bagi penduduk miskin 

untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif sehingga mampu 

menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. 

Pemenuhan kebutuhan dasar akan memberi peluang bagi penduduk miskin untuk 
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melakukan kegiatan sosial  ekonomi yang dapat   lebih memadai.               

Sehubungan dengan itu diprioritaskan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat 

miskin, cakupannya berupa peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan 

permodalan, kegiatan pelatihan yang terpadu sejak dari pengumpulan modal, 

penguasaan teknik produksi, pemasaran dan pengelolaan surplus, mutu yang baik 

dan harga barang terjangkau oleh masyarakat miskin. Berdasarkan hal tersebut perlu 

dilakukan penguatan kelembagaan melalui pengembangan kegiatan sosial ekonomi 

yang didasarkan pada kebersamaan wadah kelompok swadaya masyarakat, 

penggalangan kemitraan antara pengusaha golongan ekonomi lemah. Pengembangan 

kelembagaan ini diharapkan tumbuh dari bawah, berakar dan mendapat dukungan 

dari masyarakat itu sendiri.  

Persoalan kemiskinan berkaitan erat dengan konsep atau program 

pemberdayaan. Ada beberapa pandangan tentang kemiskinan. Salah satunya adalah 

Nashier berpendapat, 

 ”pertama, kemiskinan adalah berkaitan dengan nasib kehidupan mereka 
diluar kemampuan mereka. kedua, melihat kemiskinan disebabkan oleh 
pendidikan rendah, kekurangan gizi dan lainnya, ketiga, kemiskinan karena 
pengawasan yang lemah sehingga menimbulkan korupsi, manajemen tidak 
efektif dan hukum tidak jalan, keempat, kemiskinan karena adanya 
penghisapan uang rakyat oleh penguasa dan cenderung menipu rakyat dan  
kelima, kemiskinan  karena  adanya ketidak adilan tatanan sosial, ekonomi, 
politik  dan  budaya.” Nashier (2001:14).  
 
Dari berbagai persoalan di atas diharapkan adanya penanggulangan 

Kemiskinan yang lebih baik Sehingga membuat masyarakat menjadi berdaya.  

8. Pemberdayaan Masyarakat 

      Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini bukanlah merupakan sesuatu 

yang asing dikalangan luas pada umumnya. Istilah pemberdayaan secara umum 

merupakan proses penyadaran masyarakat menjadi mandiri, tidak tergantung dan 

mampu mengahadapi segala tantangan dalam kehidupannya. Selain itu 
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pemberdayaan masyarakat dikenal juga sebagai upaya pemampuan masyarakat agar 

dapat memecahkan maslah-masalah yang dihadapi dengan kekuatan sendiri secara 

berkesinambungan. Dalam kaitan dengan persoalan kemiskinan yang telah 

dijelaskan di atas, maka konsep pemberdayaan merupakan salah satu strategis dalam 

penanggulangannya.  

Oleh karena itu selama ini persoalan kemiskinan hanyalah bersifat ekonomi 

semata sehingga apabila kebutuhan ekonomi sudah tercapai seolah-olah proyek 

penanggulangan kemiskinan juga ikut selesai. Ini berarti menanggalkan persoalan-

persoalan kemiskinan yang tidak berdimensi ekonomi seperti kemiskinan struktural 

dan politis.  

”Untuk itu diperlukan adanya pemberdayan yang bertujuan menekan 
perasaan ketidak berdayaan masyarakat miskin bila berhadapan dengan 
struktur soaial politik.” Heru Nugroho dalam Awan, (1999:34). 
 

      Pandangan yang berhubungan dengan konsep pemberdayaan, paling tidak 

ada dua macam perspektif pendekatan pemberdayaan yaitu pertama, perpektif yang 

menfokuskan perhatian pada sosial sumberdaya (recouces allocation) yakni 

kelompok masyarakat yang dianggap sebagai analisis dari (atau paling tidak) 

berkaitan dengan sindrom kemiskinan yang melekat pada kehidupan sekelompok 

masyarakat. Kedua,perspektif yang mefokuskan perhatian pada penampilan 

kelembagaan (institusional performance) yakni ketidak berdayaan dianggap sebagai 

konsekuensi dalam bentuk pengelolaan pelayanan yang diskriminatif (hanya 

menguntungkan kelompok tertentu). Kedua perspektif di atas memberikan 

pemahaman bahwa kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pada intinya 

disebabkan oleh ketidak mampuan dan ketidak mandirian masyarakat itu sendiri.  

Paulo Freire melihat bahwa ”pemberdayaan adalah proses penyadaran 

seseorang atau sekelompok orang terhadap realitas struktural yang menghambat 
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realisasi potensi yang dimilikinya menuju kebebasan dan kolektif dari tekanan atau 

dominasi struktur kelembagaan dalam Trijono, (2002:4).  

Menurut Ginanjar Kartasasmita dalam Kerangka memberdayakan 
masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan 
masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari 
perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, keberdayaan konteks 
ini adalah merupakan kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan 
membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang 
sebagian besar anggotanya sehat fisik dan sehat mental, terdidik dan kuat tentunya 
memiliki keberdayaan yang tinggi.” Ginanjar, (1996:144).  

 
”Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan atau 
meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan 
Nasional upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang; 
pertama, penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat 
berkembang, kedua, peningkatan kemampuan masyarakat dalam 
membangun melalui berbagai bantuan dana modal bergulir, pembangaunan 
prasarana dan sarana baik sosial maupun ekonomi serta pembangunan 
kelembagaan, ketiga, perlindungan melalui pemilihan kepada kepada yang 
lemah dan mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan 
kemitraan yang saling menguntungkan.” Gunawan, (1999:254-255). 

 
        Sehubungan dengan hal di atas, maka konsep pemberdayaan dimaksud 

sebagai jawaban atau relitas ketidak berdayaan (disempowermen) sehingga menjadi 

tidak berdaya adalah mereka yang kehilangan kekuatannya yang terdapat dua 

kemungkinan yaitu dilukiskan sebagai tidak punya (tidak memiliki) dan disebut 

sebagai kehilangan kekuatan. Menyangkut keterbelakangan masyarakat, fokus 

masalah adalah  pertama, tidak tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, 

penghasilan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, kedua adalah masalah akses 

terhadap sumberdaya sebagaian masyarakat (elit dan kelas menegah) memiliki akses 

yang tinggi sementara yang lain masarakayat tidak memiliki akses sehingga 

cenderung marginal. Ketiga, masalah kesadaran masyarakat yaitu masyarakat umum 

percaya bahwa keadaan mereka berkaitan dengan nasib, dan mampu memahami 

persoalan yang mereka hadapi secara substansi dan cenderung diselesaikan dengan 

cara karitatif. Keempat, persoalan partisipasi yaitu kenyataan bahwa masyarakat 
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tidak atau sangat kecil keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut diri mereka sendiri bahkan mereka dapat dikatakan bahwa nasib 

mereka ditentukan oleh elit. Hal ini menyebakan lemahnya kapasitas masyarakat dan 

cenderung memarjinalkan rakyat. Kelima, masalah kapasitas dimana untuk ikut 

memberikan kontrol dan mengendalikan proses penyelenggaraan pemerintahan, 

kekuasaan dan berbagai realisasi yang ada. Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat diperlukan suatu 

pemenuhan kabutuhan dasarnya yang dalam kesempatan ini dibagi menjadi dua 

macam yaitu kebutuhan jangka pendek berupa perbaikan kesejahteraan, akses pada 

pendidikan sebagai wahana mentranformasikan kesadaran, dan kebutuhan jangka 

panjang yaitu masalah kekuasaan, partisipasi dan kontrol. 

9. Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

      Banyak upaya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan baik 

pemerintah maupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) akan tetapi tidak 

menyentuh akar permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

Perencanaan pemberdayaan yang belum mengarah pada proses perubahan strutur 

atau ketidak berdayaan secara efektif dari dominasi hambatan struktur yang ada. 

Strategi yang dipilih umumnya bersifat katatif, sehingga kelompok sosial tidak 

berdaya. 
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Sumodiningrat, (1999:254-255)  

”berpendapat bahwa perencanaan  pemberdayaan masyarakat miskin dapat 
berjalan dangan baik memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, strategi 
dasar pemberdayaan masyarakat yang merupakan acuan upaya 
pemberdayaan masyarakat.  Kedua, kerangka makro pemberdayaan 
masyarakat yang sebagaian sasaran harus dicapai. Sedangkan strategi 
kebijaksanaan pemberdayaan menurut Gunawan adalah pertama, strategi 
kebijaksanaan secara langsung mengarah kesasaran tetapi memberikan 
dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi 
masyarakat antara lain: pencptaan kondisi yang memungkinkan 
kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat. Kedua, strategi kebijaksanaan yang secara 
langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran 
yang mendukung dasar berupa pangan, sandang, papan, kesehatan 
pendidikan dan lain-lain. Strategi dalam kebijakan ini diarahkan untuk 
mendorong dan memperlancar proses transmisi dan kehidupan subsistem 
mengenai kehidupan pasar.” 
 
Berkaitan dengan itu, maka perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan 

strategi pemberdayaan masyarakat tidak mudah dilakukan dalam waktu yang cepat 

melainkan merupakan proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama.  

Agar dapat menuju masyarakat mandiri perlu dikembangkan tahap-tahap 

penggalian dan dorongan motivasi, pembentukan dan penguatan kelembagaan 

dengan prinsip keswadayaan, konsolidasi dan stabilisasi masyarakat.  

”Pengembangan usaha produksi dan pemasaran yang terakhir adalah lepas 
landas dimana masyarakat sudah mandiri ditandai dengan kemampuan 
masyarakat membiayai sendiri kebutuhan yang diperlukan.” Hagul, 
(1986:13).  
 
Dari beberapa penjabaran di atas, jelas bahwa strategi yang dapat 

memberikan acuan untuk bertindak dalam melakukan pemberdayaan masyarakat 

miskin adalah penciptaan kondisi kehidupan sosial ekonomi yaitu berupa 

penyediaan sarana, prasarana penunjang seperti modal usaha dalam pengembangan 

usaha. 

Beberapa pandangan tersebut pendekatan yang utama dalam konsep 

pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek 
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pembangunan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan itu sendiri. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan dengan 

menciptakan atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. 

Selain dari strategi pemberdayaan yang lebih dikenal dengan redistribution with 

grow yang mengutamakan diantaranya; program harus terarah, dilaksanakan sendiri 

oleh masyarakat  atau kelompok yang menjadi sasaran. 

        Menurut Korten dalam Hamdan, (2003:19) mengatakan,  

”Daya kerja dari suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian 
antara mereka yang dibantu dan oraganisasi yang membantu”. Dengan 
istilah yang lebih khusus perencanaan pembangunan akan gagal 
menunjukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungannya 
yang erat antara penerima bantuan dengan hasil perencanaan.Teori di atas, 
sesuai dengan kajian perencanaan pembangunan pedesaan di Negara Asia 
yaitu pada badan pengembangan susu di India, Banglades dan pelayanan 
keluarga berbasis desa di Muangthai.” 
 

       Lebih lanjut Korten dan Corner dalam Hamdan, (2003:35)  

”Mengemukakan bahwa, ”konsep utama pembangunan  yang berpusat pada 
rakyat merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memandang 
inisiatif dari masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan yang utama dan 
memandang kesejahteraan materi dan spritual mereka sebagai tujuan yang 
ingin dicapai oleh proses pembangunan”. Kerangka kerja yang lebih disukai 
pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan suatu pendekatan 
adalah pemusatan perhatian pada manusia dan kemampuan mereka untuk 
mengungkapkan kebutuhan mereka sendiri.” 

 
10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Proyek   

      Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).      

         Dalam rangka pelaksanaan  Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah atau tindakan yang akan 

diambil baik dalam memilih tujuan, sasaran, kegunaan dan kebijakan yang tepat 

maupun dalam mobilisasi sumber-sumber yang diperlukan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan 

perencanaan yang selalu diperhatikan adalah langkah-langkah yang diambil, 
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tindakan individu, kebijakan pemerintah atau kelompok sasaran dalam mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Grindle dalam Hazimuddin Hamdan, (2003:21) 

mengemukakan, 

 ”ada beberapa langkah implementasi pelaksanaan program yaitu isi kebijakan dan 

lingkup kebijakan”.  

”Isi kebijakan memuat kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan itu 
sendiri, manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, kedudukan pembuatan 
kebijakan, pelaksanaan program itu sendiri dan program  dan sumberdaya, 
sedangkan lingkup kebijakan adalah berupa kekuasaan,  kepentingan 
strategi yang dilibatkan, kemudian karakteristik lembaga dan penguasa 
dimana kebijakan itu dilaksanakan serta kepatuhan dan daya tanggap.” 
Wahab dalam Dewi Nilakrisna, (2002:22). 

 
           Van Motter dalam Hazimuddin Hamdan, (2003:21-22) merumuskan, 

 ”faktor yang mampengaruhi implementasi program/kebijakan publik yaitu 
ukuran dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, sikap pelaksana dan 
lingkup ekonomi, sosial dan politik”.  
 
 Selain itu juga Muray Edelmen  dalam Hamdan, (2003:22) mengemukakan 
”bahwa sesungguhnya persoalan kebijakan/faktor keberhasilan program 
tergantung dinamika masyarakat melalui pelibatan aspirasinya perumusan 
konsep dan kepercayaan terhadap program”. 
 

 Namun dibalik itu Howlet dan Ramesta, dalam Hamdan, (2003:22) mencermati dua 

aspek penting yang mempengaruhi impelementasi kebijakan yaitu  faktor pelaksana 

program dan keterlibatan peserta dalam sebuah kebijakan. Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh Sabastier dan Mazmanian, dalam Hamdan, (2003:22) bahwa, 

dalam merumuskan program yang berhasil terdapat enam elemen yang perlu 

diperhatikan yaitu:  

” pertama,tujuan bersifat konsisten dan jelas, kedua, menjamin untuk melakukan 
suatu perubahan, ketiga, struktur organisasi yang jelas dan mengupayakan bagi 
pelaksanaan kebijakan kelompok sasaran, keempat, para implementasinya 
mempunyai komitmen dan keterampilan guna mewujudkan tujuan, kelima, adanya 
dukungan dari kelompok kepentingan dan kekuasaan dan keenam, perubahan 
kondisi sosial ekonomi yang tidak menghilangkan dukungan kelompok.  
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 Beberapa pandangan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

berhasilnya suatu perencanaan sangat dipengaruhi oleh aktor dan sasaran 

pelaksanaannya, disamping faktor penunjang lainnya yaitu tujuan pelaksanaan  yang 

jelas, sumberdaya manusia, kelembagaan yang transparan dan akuntabilitas serta 

dukungan birokrasi. 

           Berkaitan dengan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

(P2KP) maka faktor yang dapat dilihat untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

pelakasanaan adalah adanya kelembagaan masyarakat yang efektif, partisipasi 

masyarakat yang ditandai dengan tergabungnya masyarakat dalam kelompok, 

kemudahan dalam memperoleh kredit modal, tingkat sosialisasi program yang 

merata diseluruh masyarakat, kesadaran masyarakat dalam mengembalikan 

pinjaman dan struktur orgtanisasi yang jelas serta pinjaman dapat dimanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin sesuai peruntukannya. 

       Beberapa kerangka teoritik yang dijabarkan maka untuk melihat tingkat 

efektifitas dalam  pelaksanaan adalah dengan berkurangnya penduduk miskin, 

meningkatnya usaha perbaikan tingkat pendapatan yang dilakukan oleh penduduk 

miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Peningkatan kepedulian 

masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dan 

lingkungannya, meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin 

berkembangnya usaha produksi anggota kelompok, kuatnya permodalan anggota 

kelompok, rapinya sistim administrasi, luasnya interaksi kelompok dengan 

kelompok lain, perluasan pemasaran hasil-hasil usaha dan yang terkahir yaitu 

meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan perbaikan pendapatan 

masyarakat miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar 

lainnya. 

12/40795.pdf 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



        30 
 
                                                      

 
 

B. Kerangka Berpikir 

a.  Efektifitas Pelaksanaan Program 

  Berbicara tentang efektifitas pelaksanaan program, maka persoalannya 

menjadi bertambah komplek apabila diingat bahwa sumber masalah yang hendak 

dipecahkan tidak hanya berasal dari kondisi individu sebagai penyandang masalah 

melainkan juga berasal dari level sistim. Oleh sebab itu, betapapun usaha untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan dalam upaya pemecahan masalah sosial  

efektifitasnya belum optimal. Pada prinsipnya setiap manusia sebagai warga 

masyarakat mempunyai hak untuk hidup layak sesuai dengan harkat dan 

martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, apabila ditemukan warga 

masyarakat yang dilihat dari kehidupannya memperlihatkan kondisi yang tidak 

memenuhi kriteria kelayakan tersebut, meskipun sekedar memenuhi kebutuhan 

minimalnya, negara perlu memberikan perhatian.  

b. Proyek Penaggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

 Proyek Penaggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah suatu 

proyek yang bertujuan membantu masyarakat miskin yang tergabung dalam 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mendapat pendanaan bagai usaha 

kecil maupun pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang 

turut menunjang kegiatan usaha kecil. Banyak program pengentasan kemiskinan 

yang ada dan pernah dilaksanakan di Indonesia, yaitu Proyek Penanggulangan 

Kemiskinan  Perkotaan (P2KP).  

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan contoh 

penerapan pembangunan desa terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan 

yang menggunakan model organisasi berupa Badan Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Terpadu Tingkat Nasional yang kemudian mempunyai jaringan sampai ke tingkat 
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bawah. Sebagai konsekuensinya, secara normatif sangat memperhatikan proses 

pelaksanaan dari masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai mekanisme bottom up 

dibandingkan yang bersifat top down. Disamping itu, dalam pelaksanaannya juga 

memberikan perhatian bagi tumbuhnya institusi lokal yang diharapkan dapat 

mefasilitasi mekanisme pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP)  oleh masyarakat. Dengan tumbuhnya institusi lokal diharapkan 

keberlanjutan usaha penanggulangan kemiskinan  dapat terwujud. Walau demikian, 

apakah prinsip-prinsip normatif tersebut juga terwujud dalam pelaksanaannya, atau 

apakah das sollen sesuai das sein. Memang perlu dikaji  melalui  studi evaluasi  dan  

monitoring  dalam  pelaksanaannya Soetomo, (2006:218) 

c. Peningkatan Kesejahteraan  

          Secara garis besar, tujuan pembangunan pada umumnya dan pembangunan 

masyarakat desa pada khususnya adalah peningkatan kesejateraan atau peningkatan 

taraf hidup masyarakat. Sementara itu ada pihak yang beranggapan bahwa dalam 

pengertian kesejahteraan yang penuh terkandung dimensi pisik, ekonomi, mental 

dan sosial. Dengan menggunakan ukuran relatif dapat dikatakan, bahwa 

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat meningkat apabila kebutuhan dapat 

dipenuhi semakin banyak. Peningkatan kesejahteraan dapat juga diartikan sebagai 

suatu usaha untuk dapat memenuhi banyak aspek kebutuhan. Walaupun dikaui 

bahwa kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi, banyak pendapat 

yang mengatakan bahwa dimensi ekonomi memegang peranan yang cukup penting 

karena dapat menjadi sarana dan pendorong bagi pemenuhan kebutuhan pada 

dimensi yang lain. Apabila pandangan tersebut diikuti, selanjutnya dapat dipahami 

pernyataan bahwa persyaratan utama agar masyarakat dapat memenuhi semakin 

banyak kebutuhannya dalam berbagai dimensi adalah peningkatan pendapatan. Oleh 
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sebab itu, persoalan utama dalam proses pembangunan termasuk pembangunan 

masyarakat adalah bagaimana mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan 

masyarakat secara cepat, sehingga masyarakat lebih berpeluang dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

 
d. Masyarakat  

      Masyarakat yang dimaksudkan dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) adalah seluruh warga kelurahan/desa peserta Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)  baik yang kaya maupun yang 

miskin, kaum minoritas, pendatang dan penduduk asli setempat yang setelah melalui 

proses pemberdayaan dapat menyadari dan memahami kondisi kelurahan/desa 

mereka serta persoalan kemiskinan yang masih dihadapi dan sepakat perlunya 

pengorganisasian diri untuk menanggulangi persoalan kemiskinan tersebut secara 

sistematis dan masyarakat mengetahui cara yang terbaik untuk mengatasi maslahnya 

sendiri tanpa campurtangan pihak yang   kuat/penguasa sehingga hak-hak mereka 

dapat dihargai dan diperhitungkan oleh penguasa tersebut. 
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C. Definisi Konsep dan Operasional 

 Definisi Konsep dan Operasional dapat digambarkan dalam hubungan 

fariabel sebagai berikut: 

Gambar 2.1 
  Skema Hubungan Variabel  
 
Efektifitas  

        Efektifitas adalah menjamin 

komitmen terselenggaranya pelayanan 

kepada masyarakat dengan 

menggunakan sumber daya yang 

tersedia secara optimal dan 

bertanggung jawab. Projoso, 

(2007:14-19). 

  Kesejahteraan 

-Garis Kemiskinan 

-Taraf hidup 

- Ketimpangan 

Hardiman dan Migley, 

(1982:33)  

 

1. Efektifitas 

Efektifitas adalah menjamin komitmen terselenggaranya pelayanan kepada 

masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan 

bertanggung jawab. Projoso, (2007:14-19).  

2. Kesejahteraan 

Hardiman dan Migley, (1982:33) membedakan tiga pendekatan dalam 

mengukur kebutuhan pokok yang identik dengan kemiskinan. Ketiga pendekatan 

tersebut adalah pengukuran garis kemiskinan, indikator taraf hidup dan indikator 

ketimpangan. 
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3. Efektifitas Pelaksanaan Program 

Berbicara tentang efektifitas pelaksanaan program, maka persoalannya 

menjadi bertambah kompleks apabila diingat bahwa sumber masalah yang hendak 

dipecahkan tidak hanya berasal dari kondisi individu sebagai penyandang masalah 

melainkan juga berasal dari level sistim. Oleh sebab itu, betapapun usaha untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan terhadap pemecahan masalah sosial  

efektifitasnya belum berjalan secara optimal. 

 Pada prinsipnya setiap manusia sebagai warga masyarakat mempunyai hak 

untuk hidup layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan 

demikian, apabila ditemukan warga masyarakat yang dilihat dari kehidupannya 

memperlihatkan kondisi yang tidak memenuhi kriteria kelayakan tersebut, meskipun 

sekedar memenuhi kebutuhan minimalnya, negara perlu memberikan 

perhatian/bantuan.  

4. Proyek Penaggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

          Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah suatu 

proyek yang bertujuan membantu masyarakat miskin yang miskin yang tergabung 

dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk mendapat pendanaan bagai 

usaha kecil maupun pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan 

yang turut menunjang kegiatan usaha kecil. Banyak program pengentasan 

kemiskinan yang ada dan pernah dilaksanakan di Indonesia, yaitu Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) merupakan contoh penerapan pemabangunan desa terpadu dalam 

upaya pengentasan kemiskinan yang menggunakan model organisasi berupa Badan 

Pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu Tingkat Nasional yang kemudian 

mempunyai jaringan sampai ke tingkat bawah. 
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            Sebagai konsekuensinya secara normatif sangat memperhatikan proses 

pelaksanaan dari masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai mekanisme bottom up 

dibandingkan yang bersifat top down. Disamping itu, Pelaksanaan ini juga 

memberikan perhatian bagi tumbuhnya institusi lokal yang diharapkan dapat 

mefasilitasi mekanisme pelaksanaan Proyek Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan 

(P2KP)  oleh masyarakat. dengan tumbuhnya institusi lokal diharapkan 

keberlanjutan usaha pengentasan kemiskinan  dapat terwujud. Walaupun demikian, 

apakah prinsip-prinsip normatif tersebut juga terwujud dalam pelaksanaannya  atau  

apakah das sollen sesuai das sein, memang perlu dikaji  melalui  studi  evaluasi  dan  

monitoring  dalam  pelaksanaannya. Soetomo, (2006:218). 

5. Peningkatan Kesejahteraan  

            Peningkatan kesejahteraan merupakan tujuan pembangunan pada umumnya 

dan pembangunan masyarakat desa pada khususnya. Taraf hidup masyarakat 

maupun kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi, dipihak lain orang 

beranggapan bahwa dalam peningkatan kesejahteraan yang penuh terkandung 

dimensi fisik, ekonomi, mental dan sosial. Dengan menggunakan ukuran relatif 

dapat dikatakan, bahwa kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat akan meningkat 

apabila semakin banyak kebutuhan dapat dipenuhi. Oleh sebab itu, peningkatan 

kesejahteraan dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk dapat memenuhi 

semakin banyak aspek kebutuhan tersebut. Walaupun diakui bahwa kesejahjteraan 

masyarakat mempunyai berbagai dimensi, banyak pendapat yang mengatakan bahwa 

dimensi ekonomi memegang peranan yang cukup penting karena dapat menjadi 

sarana dan pendorong bagi pemenuhan kebutuhan pada dimensi yang lain.  

Apabila pandangan tersebut diikuti, selanjutnya dapat dipahmi pernyataan bahwa 

persyaratan utama agar masyarakat dapat memenuhi semakin banyak kebutuhannya 
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dalam berbagai dimensi adalah peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, persoalan 

utama dalam proses pembangunan termasuk pembangunan masyarakat adalah 

bagaimana mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat secara 

cepat sehingga masyarakat akan lebih berpeluang untuk memenuhi semakin banyak 

kebutuhan-kebutuhannya. Untuk memudahkan proses pengukuran variabel dalam 

penelitian ini yang dipergunakan maka konsep yang telah dirumuskan 

dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator penelitian yang berskala ordinal.  

D. Konsep Kunci.   

 Konsep kunci (definisi konsep) yang digunakan dalam penelitian Efektifitas 

Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   

Berdasarkan kerangka teori di atas adalah: 

a. Efektifitas Pelaksanaan adalah pencapaian keberhasilan yang  diperoleh warga 

masyarakat yang dapat merubah polah hidup dan tingkat pendapatan 

melalui  bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

(P2KP).  

b.  Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di      Pekotaan (P2KP)  

              Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah sebagai 

suatu strategi yang ingin secara langsung  cepat menangani dan 

memecahkan masalah kemiskinan, Tjokrowinoto, (1996:217) merumuskan 

pengertian yang lebih operasional untuk lebih memahami strategi 

pembangunan yang berorientasi pada paradigma kesejahteraan yang 

menjanjikan kesejahteraan, sehingga implementasi pelaksanaan program 

yang  dilaksanakan oleh pemerintah melalui sebagaimana diketahui bahwa 

kelompok masyarakat miskin tersebut pada umumnya sudah tejebak 
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kedalam perangkap kemiskinan atau sindrome kemiskinan yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertali-temali, baik faktor 

kultural maupun faktor struktural. Soetomo, (2006:326). 

c. Pembangunan Masyarakat  

      Pembangunan masyarakat, menurut Dirjen Bangdes pada hakekatnya 

merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari  masyarakat untuk 

mewujudkan keinginan dalam harapan hidup yang lebih sejahtera dengan 

strategi menghindari kenungkinan tersudutnya masyarakat desa  sebagi 

penanggung akses dari pembangunan regional/daerah atau Nasional, 

Suparjan dkk, (2003: 21). 

d. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)  

            Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah program 

            yang bersifat pemberdayaan rakyat dan bersifat desentralisasi tetapi dalam  

            struktur operasionalnya, peranan Tim Koordinasi pusat dalam mengambil  

            keputusan masih cukup kuat. 

e. Peningkatan Kesejahteraan  

            Peningakatan kesejahteraan adalah perubahan pola hidup serta   tingkat  

            pendapatan masyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan pembangunan sosial  

            dimana pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial yang  

            terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat  

            sebagai suatu keutuhan, karena pembangunan ini dilakukan untuk saling  

            melengkapi. Dalam upaya untuk memenuhi kondisi kehidupan yang sesuai  

           dengan harkat dan martabat manusia dan hak asasi manusia, maka   

            pemenuhan kebutuhan dapat dirumuskan secara panjang. Hal ini didasarkan  

            pada asumsi bahwa kondisi kehidupan akan semakin sejahtera apabila  
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            semakin banyak kebutuhan dapat terpenuhi. penerima bantuan Proyek  

            Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ke arah yang lebih baik. 

f. Efektifitas pelaksanaan 

   Adapun indikator efektifitas pelaksanaan  tersebut adalah: 

1)  Keberhasilan 

 Keberhasilan yang dimaksud adalah keberhasilan yang diperoleh dalam 

pelaksanaan  bantuan yang diterima melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP). 

2) Tepat 

  Tepat yang dimaksudkan dalam bantuan Proyek Penanggulangan 

Kemiskinann di Perkotaan (P2KP) adalah tepat sasaran, tepat pelaksanaannya 

sehinngga bantuan yang diterima bagi warga miskin sesuai dengan kebutuhannya.         

3)  Manjur 

     Manjur yang dimaksud dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) bahwa bantuan yang diterima bermanfaat dan dapat merubah 

polah hidup masyarakat, peningkatan pendapatan serta  meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis metode dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif yang memberikan gambaran secara kualitatif tentang  efektifitas 

pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

B.  Desain Penelitian. 

 Penelitian ini mendasarkan pada studi  kasus dengan tiga jenis pengkajian 

yaitu eksploratif (mengadakan penjajagan fenomena yang diteliti), descriptive 

(menggambarkan secara deskriptif fenomena yang diteliti) dan explanatif 

(menjelaskan fenomena yang diteliti) yang berusaha mengambarkan lebih mendalam 

tentang obyek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil kajian descriptif. 

C. Lokasi Penelitian 

 Lokasi adalah Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton yang 

merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran pelaksanaan program Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Buton. 

 D. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, 

Interview,dan dokumentasi.  

E.  Cara Pengumpulan Data. 

Untuk   memperoleh  informasi/data  dalam   penelitian  ini yaitu 

menggunakan sample purposif dengan cara memilih warga miskin yang menerima 

bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Tehnik 

pengumpulan data  yang dilakukan adalah sebagai berikut. 
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Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tebel berikut ini; 

 
Tabel 3.1 

Skenario Pengumpulan  Data. 
 

Instrumen Informan/Sumber data Waktu Keterangan 

● Kuesioner Responden adalah penerima 

bantuan langsung maupun 

penerima manfaat bantuan 

P2KP Desa Barangka Kec. 

Kapontori Kab. Buton 

25 

Nopember 

s.d. 8 

desember 

2008 

Kuesioner diisi 

diantar dari 

rumah kerumah 

dan di dampingi 

pengurus P2KP 

●Wawancara Informan adalah Perangkat 

desa dan Pengurus P2KP  

25 

Nopember 

Desember 

s.d 8 

Desember 

2008 

Pewancara adalah 

peneliti sendiri 

dan tidak 

menggunakan 

Tape recorder. 

● Studi 
dokumentasi 

Sumber data adalah buku dan 

sumber lainnya yang relevan 

dengan judul penelitian 

27 

Nopember 

s.d 8 

Desember 

2008 

Dokumentasi 

tentang kegiatan 

pelaksanaan 

Proyek 

Penanggulangan 

Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) 

 

  Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa data responden adalah 

penerima bantun Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, perangkat desa 
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dan pengurus Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sesuai 

program kerja Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa 

Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, sedangkan informan warga 

miskin sebagai penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

(P2KP).   

a. Kuesioner 

 Kuesioner adalah merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.  

Kuesioner yang diberikan kepada responden merupakan penerima Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebanyak 30 KK yaitu dengan 

cara memilih secara acak warga miskin penerima bantuan Pruyek Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). 

b. Interview (Wawancara) 

 Interview (wawancara) adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jumlah informan sebanyak 7 

orang yang terdiri dari 2 orang perangkat desa dan 5 orang pengurus Pruyek 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).  

c. Studi Dokumentasi 

Studi Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari 

berbagai laporan (dokumen) atau bahan-bahan tertulis berupa instruksi, peraturan 

yang berkaitan dengan fokus penelitian. Untuk melengkapi data dan keperluan 

analisis penelitian dikumpulkan jurnal-jurnal, tesis, desertasi yang relevan dengan 

topik yang akan ditulis. Data tersebut tidak akan digunakan secara terpisah-pisah 

12/40795.pdf 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



        42 
 
                                                      

 
 

melainkan secara simultan dipergunakan untuk keperluan penelitian secara umum 

untuk mendapatkan hasil kajian yang mendalam. 

 Data dan informasi lapangan berupa hasil wawancara dan data sekunder 

yang relevan dengan penelitian ini turut menjadi bahan acuan dalam melakukan 

penelitian. Data primer yang terkumpul dilapangan mungkin dapat berupa catatan-

catatan hasil wawancara dan foto-foto sedang data sekunder yang dikumpul berupa 

data deskriptif dan statistik yang relevan dengan topik penelitian.  

Untuk lebih jelas dilihat pada tabel berikut ini;   

Tabel 3.2 
Data perangkat desa, pengurus Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 
Perkotaan (P2KP) sebagai  informan dan responden  penerima bantuan 

menurut kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 
  

No Status Informan Pengumpulan data Jumlah 

1 Pengurus Desa     Wawancara 2 Orang 

2 Pengurus P2KP    Wawancara 5 Orang 

3 Penerima bantuan dana bergulir Usaha 

Dagang/Kios  

   Kuesioner  3 KK 

4 Penerima bantuan dana bergulir Usaha 

Budidaya Agar-agar  

   Kuesioner  5 KK 

5 Penerima manfaat CMK    Kuesioner  5 KK 

6 Peneriama bantuan rehabilitas rumah 

tidak layak huni 

   Kuesioner  3 KK 

7 Penerima manfaat bantuan sarana Jalan 

lingkungan 

   Kuesioner  4 KK 

 8 Penerima manfaat sarana lampu 

penerang lingkungan 

   Kuesioner  5 KK 

9 Penerima manfaat Bak Air     Kuesioner  5 KK 

 Jumlah   37  
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan  bahwa informan adalah semua 

pemerintah Desa Barangka, pengurus Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 

perkotaan (P2KP) dan respondenya adalah masyarakat penerima bantuan langsung 

maupun tidak langsung oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

(P2KP) yang berjumlah 37 orang dan KK yang terdiri dari: melalui wawancara 7 

orang yang terdiri dari 2 orang pengurus desa, 5 orang  pengurus P2KP dan melalui 

kuesioner berjumlah 30KK yang merupakan warga miskin penerima bantuan Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yaitu 3KK penerima bantuan 

dana usaha dagang/kios, 5KK penerima bantuan usaha budidaya agar-agar, 5KK 

penerima manfaat bantuan MCK, 3KK penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak 

layak huni, 4KK penerima manfaat bantuan jalan lingkungan, 5KK penerima 

manfaat bantuan sarana lampu penerang lingkungan, dan 5KK penerima manfaat 

bak air. Informan berasal dari tiga dusun: Dusun Batu banawa, Dusun Ngkaniu-

ngkaniu dan Dusun Kamelanta yang berada di wilayah Desa Barangka Kec. 

Kapontori Kab. Buton yang merupakan penerima batuan langsung atau penerima 

manfaat bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), tiap 

jenis bantuan diwakili oleh 3 sampai 5 KK yaitu: 

1. Penerima bantuan bergulir usaha dagang/kios 3KK 

2. Penerima bantuan bergulir usaha budidaya agar-agar 5KK 

3. Penerima manfaat bantuan MCK 5KK 

4. Penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni 3KK 

5. Penerima Manfaat manfaat sarana jalan lingkungan 4KK 

6. Penerima manfaat sarana lampu penerang lingkungan 5KK                            

7. Penerima manfaat bak air 5 KK 
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        Bantuan yang sangat menyentuh kehidupan warga miskin adalah bantuan 

langsung yaitu bantuan dana bergulir uasaha dagang/kios, usaha dagang jual beli 

ikan, bantuan usaha pembuatan, Bantuan dana bergulir usaha budidaya agar-agar, 

dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di mana urutan kegiatan yang 

dilakukan oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa 

Barangka pada poin 1, 2 dan 4 sedangkan pada poin 3, 5, 6 dan 7 adalah merupakan 

manfaat yang diterima oleh warga miskin, namun pada kenyataan manfaatnya dapat 

dirasakan oleh semua warga baik yang mampu maupun tidak mampu bahkan 

masyarakat umum yang berada di luar Desa Barangka pun juga ikut merasakan 

manfaatnya.  

 Data Penerima Bantuan menurut Kegiatan Proyek Penanggulangan 
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)  

 
 Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;  

Tabel 3.3 
Data Penerima Bantuan menurut Kegiatan Proyek Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)  
 

No Program Kerja yang dilaksanakan Jumlah Jumlah  

 1 Bantuan dana bergulir      1 paket   30 KK 

2 Bantuan MCK      6 nit   89 KK 

3 Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak 

huni 

    46 unit   46 KK 

4 Bantuan sarana jalan lingkungan    400 m 194 KK 

5 Bantuan lampu penerang lingkungan    60 unit   60 KK 

6 Bantuan bak air     6 unit   60 KK 

 Jumlah  479 KK 
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 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah warga yang mendapat 

bantuan langsung maupun tidak langsung berjumlah 479KK yaitu mendapat  

bantuan langsung berjumlah 76KK, yaitu terdiri dari bantuan dana bergulir 30KK 

dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni 46KK, bantuan tidak langsung 

berjumlah 403KK yaitu terdiri dari bantuan MCK 89KK, sarana jalan lingkungan 

194KK, Lampu penerang lingkungan 60KK, dan bantuan bak air 60KK. Dari jumlah 

penerima bantuan tersebut maka jumlah menjadi informan dalam penelitian ini 

adalah 30 KK yaitu warga miskin Desa Barangka sebagai penerima bantuan Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan diperkotaan (P2KP).  

Responden menurut jumlah KK penerima bantuan program kegiatan Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

   
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini; 

Tabel 3.4 
Responden menurut jumlah KK penerima bantuan program kegiatan Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 
 

No Bantuan yang diterima Jumlah 

1 Penerima bantuan dana bergulir usaha dagang/kios  3 KK 

2 Penerima bantuan dana bergulir usaha  budidaya agar-agar  5 KK 

3 Penerima manfaat MCK  5 KK 

4 Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni  3 KK 

5 Penerima manfaat bantuan sarana jalan lingkungan 4 KK 

6 Penerima manfaat sarana lampu penerang lingkungan  5 KK 

7 Penerima manfaat bak air 5 KK 

 Jumlah     30 KK 
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         Berdasarkan tabel tersebut di atas  menunjukan bahwa informan menurut 

jumlah penerima bantuan kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) dalam penelitian ini adalah 30KK yang merupakan penerima 

warga miskin sebagai penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) yaitu  penerima bantuan langsung dan penerima bantuan tidak 

langsung. Penerima bantuan langsung berjumlah 11KK yang terdiri dari bantuan 

dana bergulir usaha dagang 3 KK (1 orang usaha dagang/kios, 1 orang usaha dagang 

ikan, dan 1 orang usaha pembuatan roti), bantuan dana bergulir usaha budidaya 

agar-agar 5KK dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni 3KK. Bantuan tidak 

langsung berjumlah 19KK, yang teridi dari bantuan MCK 5KK, bantuan sarana jalan 

4KK, bantuan lampu penerang lingkungan 5KK dan bantuan bak air 5KK.  

F. Prosedur Analisis Data. 

          Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 

1. Pengumpulan data dengan dokumen 

2. Kesimpulan sementara 

3. Triangulasi 

4. Penyimpulan akhir. 

  Sehubungan dengan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini maka 

pengumpulan data yang dilakukan melalui  wawancara terhadap perangkat desa 

sebanyak 2 orang dan pengurus bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) sebanyak 5 orang dan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

kuesioner sebanyak 30KK yaitu warga miskin yang mendapat bantuan Proyek 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan cara membagi-bagikan 

kuesioner yang di isi oleh responden berdasarkan jenis bantuan yang diterima. 
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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bantuan Program Proyek Penaggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) bagi 

warga miskin Desa Barangka Kecamatan Kapontor Kabupaten Buton belum 

efektif karena  penyaluran bantuan Program Proyek Penaggulangan Kemiskinan 

di Perkotaan (P2KP) bagi warga miskin Desa Kecamatan Kapontori belum  

sepenuhnya dapat menjangkau seluruh warga miskin yang membutuhkan karena 

keterbatasan dana bantuan yang tersedia.  

2.  Faktor-faktor    yang    mempengaruhi    pelaksanaan    Proyek      Penaggulangan  

Kemiskinan  di  Perkotaan (P2KP): 

a. Belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat Proyek  Penanggulangan   

    Kemiskinan di Perkotaan. 

b. Terbatasnya dana yang tersedia sehingga tidak mencakup seluruh warga desa  

    yang menjadi sasaran. 

c.  Belum sepenuhnya terserap oleh masyrakat selaku sasaran program sehingga  

     menimbulkan sulitnya program berjalan cepat. 

d.  Kurangnya sosialisasi  tentang program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di   

     Perkotaan. 

e. Kurangnya pemahaman terhadap konsep pelaksanaan program sehingga     

    mengakibatkan masyarakat menjadi apatis terhadap program Proyek              

    Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 
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B. S a r a n 

    Dari hasil penelitian menunjukan  bahwa  ada  beberapa hal yang berkaitan 

dengan efektifitas pelaksanaan program Proyek Penaggulangan  Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Desa Barangka. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1. Saran Teoritis 

1.   Pemerintah melalui  program bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) diharapkan dana bantuan yang diperuntukan kepada warga 

miskin Desa Barangka Kecamatan Kapontori disesuai dengan jumlah warga 

miskin yang  ada sehingga seluruh bantuan dapat dirasakan oleh warga miskin 

khususnya bantuan langsung (bantuan modal usaha dan rehabilitasi rumah tidak 

layak huni).   

2. Kelembagaan BKM perlu dipikirkan dengan mencermati segenap potensi 

sumberdaya yang ada, sehingga upaya BKM dalam menaggulangi kemiskinan 

berjalan secara efektif dan tepat sasaran.  

3. Perlu terus dilakukan sosialisasi dan kajian tentang identifikasi kebutuhan 

masyarakat agar tujuan program benar-benar tepat sesuai kebutuhan masyarakat 

miskin dan perlu dipahami  masyarakat secara umum dan tidak adanya salah 

pengertian antara sesama anggota masyarakat. 

3. Program yang disusun sebaiknya memperhatikan skala prioritas tentang 

kebutuhan masyarakat miskin dan sasaran utama Proyek Penaggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), sehingga tujuan Proyek Penaggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dapat terwujud. 
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2. Saran Praktis 

1. Program non fisik perlu diperbanyak jumlah bantuannya dan program 

pembangunan fisik dikurangi sebab banyak warga miskin yang belum tersentuh 

dengan bantuan non fisik atau bantuan langsung. 

2.  Kenyataan yang kongrit diungkapkan oleh warga miskin dalam penelitian ini 

harus menjadi bahan kajian bagi BKM untuk menyempurnakan program kerja 

selanjutnya sehingga pelaksanaan program tersebut tepat sasaran. 

3.  Sebaiknya pelaksanaan program bantuan Proyek Penaggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) dapat menyentuh seluruh warga miskin sehingga tidak 

menimbulkan kecemburuan sosial. 

4.   Pelaksanaan Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

dalam pengelolaannya harus transparan dan dapat diketahui oleh seluruh warga 

miskin. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Mengapa Desa barangka terpilih sebagai penerima bantuan Proyek Penanggulangan 
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)? 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
Apakah mengajukan usulan penerima bantuan atau dayang begitu saja? 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
Apakah bantuan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan warga 
miskin?...........................................................................................................................
................................................................................................. 
Mengapa dalam pelaksanaan bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 
Perkotaan (P2KP) lebih banyak bantuan tidak langsung dibanding dengan bantuan 
langsung? 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
Apakah pemebrian bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 
(P2KP) seudah dengan data warga miskin di Desa Barangka?  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
Apa komentar warga miskin terhadap bantuan yang diterima melalui Proyek 
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)? 
........................................................................................................................................
................................................................................................ 
Apakah ada faktor yang merupakan hambatan bagi pelaksanaan program bantuan 
Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) khususnya dalam 
memberikan bantuan kepada warga miskin? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
PROGRAM PASCA SARJANA  

UNIVERSITAS TERBUKA 
Jl. Cabe Raya Pondok Cabe Ciputat 15418 

Telp. o21,7415050,Fax 021,7415588 
 

Kepada 

Yth, Direktur PPs UT 

        Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe 

        Tangerang 15518 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya selaku Pembimbing TAPM dari mahasiswa: 
Nama / NIM  : Amiruddin / 014966179 
Judul TAPM  : Efektifitas Pelakasanaan Proyek   
                                      Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan   
                                       (P2KP) DalamMeningkatkan Kesejahteraan   
                                       Masayarakat Di Desa Barangka Kecamatan   
                                       Kapontori Kabupaten Buton. 
Menyatakan dengan sesungguhnya  bahwa TAPM dari mahasiswa yang 
bersangkutan sudah selesai 100% sehingga dinyatakan sudah layak uji dalam Ujian 
Sidang Tugas Akhir Program Magister ( TAPM). 
Demikian keterangan di ini untuk menjadikan periksa 
 

Kendari, 12 Juli 2011 
Pembimbing I,     Pembimbing II 
 
 
 
Prof.Dr.Wempy Banga.M.Si   Dr.Hasanuddin Bua,SE.Ms 
NIP.   
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Jl. Cabe Raya Pondok Cabe Ciputat 15418 

Telp. o21,7415050,Fax 021,7415588 
 

PENDFTARAN UJIAN SIDANG 

Nama   : Amiruddin 
NIM   : 014966179 
Program  : Magister Adminstrasi Publik 
Alamat   : Desa Mabulugo Kec. Kapontori Kab. Buton 
HP   : 085241511063 
Judul TAPM  : Efektifitas Pelakasanaan Proyek Penanggulangan 
Kemiskinan 
                                      di Perkotaan   (P2KP) Dalam Peningkatkan Kesejahteraan         
                                      Masayarakat Di Desa Barangka Kecamatan Kapontori   
                                      Kabupaten Buton. 
Persyaratan  : a. LKAM 
     b. Keterangan TAPM layak uji dari Pembimbing 
     c. Bukti Setoran Pembayaran Biaya Ujian Sidang 
     d.TAPM rangkap 5 (lima) 
 
Permintaan Waktu Pelaksanaan Ujian Sidang: 
Hari    : …………………….. 
Tanggal   : …………………….. 
Waktu    : Pukul ……………… 
                                                                 
                                                                                               
Kendari,……………2012 
                                                 
Pembimbing I,                 Yang 
mendaftar 
 
 
 
Prof.Dr. Wempy Banga.M.Si                            
Amiruddin 
NIP.                   
NIM,014966179 
 
Pembimbing II                            Mengetahui 
                                             Kepala UPBJJ UT 
KENDARI 
 
 
Dr. Hasanuddin Bua,SE.MS                                           Drs. Wawan Ruswanto,M.Si 
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Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 
Desember sampai dengan Pebruai 2009 

 
W a k t u 

No Tahapan Kegiatan 
Desmber Januari Februari 

1 Penyusunan Proposal            

2 Seminar Proposal             

3 Penelitian              

4 Pengumpulan Data              

5 Pengolahan Data              

6 Seminar Hasil              

7 Ujian Tesis             
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